Menimbang

Mengingat

SALINAN

BUPATI SAMBAS
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 5 TAHUN 2020
TENTANG
PENGELOLAAN ZAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

a.

BUPATI SAMBAS,

bahwa zakat merupakan kewajiban umat Islam yang
mampu sesuai dengan  Syariat Islam  untuk
meningkatkan keadilan dan kesejahteraan dalam
penanggulangan kemiskinan;

bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil
guna zakat di Kabupaten Sambas, maka zakat harus
dikelola secara melembaga dan profesional sesuai dengan
Syariat Islam yang dilandasi dengan prinsip amanah,
kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi
dan akuntabilitas sehingga dapat mengingkatkan
efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan zakat;

bahwa dalam rangka memberikan perlindungan,
pembinaan dan pelayanan muzaki, mustahik dan amil
zakat perlu adanya ketentuan mengenai Pengelolaan
Zakat yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan
Zakat;

. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
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